Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga

Nomor : 06 Tahun 2011
Tanggal : 29 September 2011

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan struktural yang
dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Besarnya kompleksitas
permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan,
dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran
standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan
sebagai suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan menyebabkan upaya
pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus berlanjut dan tidak

pernah berakhir.

Sementara itu sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka
beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah menjadi semakin berat
dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
serta peningkatan kualitas pelayanan publik bersamaan dengan semakin
luasnya kewenangan daerah. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada
berbagai kendala dalam pelaksanaan otonominya antara lain terbatasnya

ketersediaan sumberdaya pembangunan terutama sumberdaya finansial.

Semakin besar dan luasnya permasalahan pembangunan, terus
meningkatnya tantangan dan dinamika lingkungan internal maupun
eksternal, meningkatnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di tengah
terbatasnya potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, maka
penyelenggaraan pembangunan harus dilaksanakan secara sistematis,
terarah, dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia
secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan adanya manajemen
pembangunan yang mampu mengarahkan setiap kegiatan pembangunan
agar secara efektif mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan

dan sasaran pembangunan serta mendukung terwujudnya visi daerah.
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Oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus
memiliki benang merah dengan Misi dan Visi Pembangunan Daerah
sehingga mampu memberikan peran yang optimal bagi pelaksanaan Misi

dan perwujudan Visi Pembangunan Daerah.

Di samping itu, pelaksanakan kegiatan pembangunan harus
berdasarkan skala prioritas yang tajam sesuai dengan tingkat urgensi dan
tingkat pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran dan tujuan
pembangunan daerah, serta terhadap pelaksanaan Misi dan terwujudnya
Visi Pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan pembangunan, harus diupayakan agar setiap program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan saling bersinergi satu
sama lain, serta harus mampu memanfaatkan sumberdaya secara efisien
dengan mengutamakan orientasi setiap kegiatan kepada pencapaian
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan menghasilkan outputs,
outcomes, benefits, serta impacts secara optimal. Dalam rangka itu,
dibutuhkan adanya panduan bagi penyelenggaraan pembangunan berupa
dokumen perencanaan pembangunan baik yang bersifat jangka panjang,

jangka menengah, maupun jangka pendek.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah
diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan duapuluh tahunan; Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan; dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan. Pasal 5 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) merupakan
penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta

memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Sedangkan Pasal 19
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ayat (3) undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa RPIJMD harus
sudah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah kepala daerah dilantik.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 merupakan
penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2010-
2015 yang telah dilantik pada tanggal 27 Juli 2010. RPIMD ini disusun
dengan memperhatikan kewenangan daerah, mempertimbangkan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, mencermati
hasil-hasil yang telah dicapai, mewaspadai permasalahan dan tantangan
yang dihadapi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dengan memperhatikan juga RPJM Nasional dan

RPIMD Provinsi Jawa Tengah.

I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan
I.2.1. Maksud

RPIJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2010 memuat Visi dan
Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga yang dijabarkan dalam
bentuk tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran yang bersifat
jangka pendek pada setiap bidang pembangunan serta memuat strategi
untuk mencapai tujuan tersebut yang meliputi prioritas, kebijakan, dan
program pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5
(lima) tahun kedepan. RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2010
disusun dengan maksud untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan
Wakil Bupati Purbalingga terpilih hasil pemilihan kepala daerah langsung
yang telah dilantik pada tanggal 27 Juli 2010 agar menjadi panduan bagi
seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan pemangku
kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan selama kurun
waktu tahun 2010-2015.
I.2.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-
2015 adalah
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I.3.

Mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Bupati dan Wakil

Bupati Purbalingga terpilih periode 2010 - 2015.

Mewujudkan keterkaitan antara setiap kegiatan vyang akan
dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi Bupati dan
Wakil Bupati Purbalingga terpilih.

Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar
program, dan antar wilayah dalam penyelenggaraan pembangunan
sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya

pembangunan.

Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama kurun
waktu 2010-2015.

Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat strategi,

arah kebijakan, program dan prakiraan maju pendanaan.

Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2010-2015 disusun berdasarkan landasan hukum

sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang
telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4697);
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18.

19.

20.

21

22,

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun
2010);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006
Nomor 8 Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 4 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2009);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah (Lembaran Daerah
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Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun
2004-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri
D Nomor 12);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1).

I.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan perencanaan
pembangunan nasional antara lain adalah menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu,
antarurusan pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Oleh karena
itu, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 - 2015 disusun dengan
memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat
nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten yang
sudah ada, baik dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat spasial
maupun aspasial. Substansi RPIJMD Kabupaten Purbalingga ini
menyelaraskan dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJM
Nasional; prioritas, kebijakan dan program yang ada pada dokumen
perencanaan pembangunan Propinsi Jawa Tengah; serta berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Purbalingga. Mengingat Kabupaten Purbalingga secara administratif dan
geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang, Banyumas,
dan Banjarnegara, maka penyusunan RPIJMD Kabupaten Purbalingga juga

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ketiga kabupaten
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tersebut sehingga dapat terwujud keselarasan antar wilayah dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPIMD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 harus menjadi pedoman dan
acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah pada tingkat SKPD.
Untuk operasionalisasi lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan dalam
perencanaan pembangunan tahunan daerah berupa Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambar 1. Hubungan RPIJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015
dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
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I.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB II. KONDISI UMUM DAERAH
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN
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BAB IV. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN PURBALINGGA

BAB VII. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BABVII.PENUTUP
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I1.1.

II.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis

daya wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi pada 101°11’ - 109°35’
Bujur Timur dan 7010" - 7029’ Lintang Selatan. Adapun batas wilayah

BAB 1I.

KONDISI UMUM DAERAH

Kondisi Geografis

administrasi Kabupaten Purbalingga adalah:

Sebelah utara

Sebelah selatan

Sebelah timur
Sebelah barat

Tengah adalah 191 km. Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas
77.764 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224
desa, 15 kelurahan, 886 dusun, 1.530 RW, dan 4.968 RT. Distribusi luasan
dari setiap wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan per kecamatan

ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Kabupaten Purbalingga secara geografis terletak di bagian barat

berbatasan dengan Kabupaten Pemalang

berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan

Banyumas

berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara

berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

Jarak Ibu Kota Kabupaten Purbalingga ke Ibu Kota Provinsi Jawa

Tabel I1.1.1-1. Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2009

No | Kecamatan Luas kecamatan Jumlah
Ha Persentase desa/kelurahan
1. Kemangkon 4.514 5.80 19
2. Bukateja 4.240 5.45 14
3. Kejobong 3.998 5.14 13
4. Pengadegan 4.174 5.37 9
5. Kaligondang 5.054 6.45 18
6. Purbalingga 1.473 1.92 13
7. Kalimanah 2.251 2.89 17
8. Padamara 1.726 2.23 14
9. Kutasari 5.289 6.80 14
10. | Bojongsari 2.925 3.76 13
11. | Mrebet 4.788 6.16 19
12. | Bobotsari 3.228 4.16 16
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13. | Karangreja 6.459 8.31 7
14. | Karangjambu 5.621 7.23 6
15. | Karanganyar 3.459 4.45 13
16. | Kertanegara 3.377 4.34 11
17. | Karangmoncol 6.028 7.75 11
18. | Rembang 9.160 11.79 12
Jumlah 77.764 100,00 239

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2009

I1.1.2. Kondisi Topografis
Secara fisiografis, Kabupaten Purbalingga terletak pada wilayah
perbatasan antara Zona Serayu Utara dan Zona Vulkanik Kwarter. Wilayah
Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 23 meter -
3.432 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kondisi topografi,
wilayah Kabupaten Purbalingga dibagi dalam dua katagori wilayah, yakni :
1. Bagian utara merupakan wilayah berbukit-bukit dengan kelerengan
lebih dari 40 persen. Wilayah ini meliputi Kecamatan Karangreja,
Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang,

sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.

2. Bagian selatan merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan berkisar
antara 0 - 25 persen. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah,
Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan,

serta sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.

I1.1.3. Klimatologi dan Hidrologi

Wilayah Kabupaten Purbalingga sebagian wilayahnya terletak di
lereng bagian selatan Gunung Slamet dengan rata-rata curah hujan 3.337
mm/tahun (2008) dan suhu udara berkisar antara 22°C - 33°C.

Kabupaten Purbalingga termasuk dalam Daerah Aliran Sungai
(DAS) Serayu, Sub-DAS Pekacangan dan Klawing dengan anak-anak
sungai sebagai berikut :

Sungai Ponggawa
Sungai Gemuruh
Sungai Kajar
Sungai Lemberang
Sungai Tlahap

uhwhE
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6. Sungai Soso

7. Sungai Lebak

8. Sungai Tungtunggunung
9. Sungai Laban

10. Sungai Kuning
11.Sungai Wotan

12. Sungai Gintung
13.Sungai Tambra

14. Sungai Muli

I1.1.4. Geologi dan Bahan Tambang
Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri

dari batuan sedimen klasik berupa batuan andesit, sirtu, batu pasir darat,

batu lempung, dan trass dengan persebaran sebagai berikut:

Tabel I1.1.4-1. Sebaran Sumber Daya Mineral Kabupaten Purbalingga Menurut
Kecamatan Tahun 2009

Sumber daya mineral
Kecamatan

Ands Btgp Blp Bps Tras | Sirtu | Kal

Lp
Kemangkon v \a
Bukateja v

Kejobong v

Pengadegan v

Kaligondang v v

<X

Purbalingga

Kalimanah v

Padamara

OI0IN| O UTIR IWIN =

Kutasari

10. Bojongsari

<X

11. Mrebet

12. Bobotsari

13. Karangreja

<K K]

14. Karangjambu

15. Karanganyar

16. Kertanegara

17. Karangmoncol v v

KRR

\/
.\/
\/
.\/

<X

18.Rembang vV v \a

Sumber: Inventarisasi Geologi dan Sistem Informasi Sumberdaya Mineral-BPPT

Ket: Ands: Andesit Bps : Batupasir
Btgp : Batu gamping Lp : Lempung
Blp : Batu lempung Kal : Kalsit

I1.1.5. Jenis Tanah
Berdasarkan peta tinjauan skala 1 : 250.000 (CPT Bogor), jenis

tanah yang ada di Kabupaten Purbalingga terdiri dari tanah aluvial, latosol,

13|RPIJMD Kab. Purbalingga Tahun 2010-2015




andosol, grumusol, litosol, podzolik, dan regosol. Adapun rincian jenis
tanah di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:
Tabel I1.1.5-1. Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

No Jenis tanah Luas wilayah
Ha %
1 Latosol coklat dan regosol coklat 14.943,750 19,22
2 Aluvial coklat tua 13.837,500 17,79
3 Latosol coklat dari bahan induk vulkanik 8.490,625 10,92
4 Latosol merah kuning 4.498,375 5,78
5 Latosol coklat tua 6.237,500 8,02
6 Andosol coklat 5.662,500 7,28
7 Litosol 568,750 0,73
8 Padzolik merah kuning 10.050,000 12,92
9 Grumusol kelabu 13.475,122 17,33
Jumlah 77.764,122 | 100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga 2004-2014

I1.1.6. Penggunaan Lahan
I1.1.6.1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung
yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan
perlu dimanfaatkan untuk kepentingan produksi dalam rangka memenubhi
kebutuhan manusia. Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi,
kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan
peruntukan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan
industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan terbuka hijau

kota, kawasan khusus, dan kawasan transportasi.

I1.1.6.1.1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Purbalingga
adalah kawasan hutan produksi tetap, yaitu kawasan hutan produksi yang
eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Kawasan ini
merupakan areal hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani. Kawasan
hutan produksi diperuntukkan bagi areal hutan yang menghasilkan produk

baik melalui tebangan maupun pengambilan hasil produksi bentuk lainnya.
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Lokasi hutan produksi di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Menhut-1I/2004 dapat

dibedakan dalam dua kelompok, dengan lokasi sebagai berikut:

1. Hutan Produksi (HP) dengan luas 629,1 Ha terdapat di Kecamatan
Karangreja, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan

Kertanegara, Kecamatan Karangjambu, dan Kecamatan Karangmoncol.

2. Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas 4.726,8 Ha terdapat di
Kecamatan Karangreja, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari,
Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan

Karangmoncol, dan Kecamatan Rembang.

I1.1.6.1.2. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Purbalingga adalah kawasan
hutan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh rakyat. Hutan rakyat di
Kabupaten Purbalingga tersebar di wilayah bagian utara yang meliputi
Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kutasari,
Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Karangmoncol,
Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Bobotsari dengan luas total 30.539,
58 Ha.

I1.1.6.1.3. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri atas
kawasan pertanian lahan sawah, kawasan pertanian tanaman lahan kering
dan tanaman tahunan/perkebunan. Termasuk kawasan budidaya pertanian
adalah unit lahan yang mempunyai tingkat kesesuaian bagi peruntukan
usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan petemakan
serta unit lahan vyang tidak dialokasikan untuk kawasan lindung.
Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka pengaturan kawasan budidaya
pertanian dilakukan berdasarkan sebaran potensi sumber daya lahan yang
memenuhi syarat untuk dijadikan kawasan tersebut. Alih fungsi lahan pada

kawasan budidaya pertanian untuk perluasan permukiman yang telah ada
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dan lokasi industri diizinkan secara terbatas pada kawasan pertanian lahan

kering dan kawasan pertanian lahan sawah dengan persyaratan tertentu.

I1.1.6.1.3.1. Peruntukan Pertanian Lahan Sawah

Kawasan peruntukan pertanian lahan sawah adalah kawasan yang
pengairannya dapat diperoleh secara alamiah, setengah teknis maupun
teknis. Kawasan pertanian lahan sawah yang ada di Kabupaten Purbalingga
pada saat ini seluas 25.207 hektar yang terdapat di seluruh wilayah

kecamatan.

I1.1.6.1.3.2. Peruntukan Pertanian Hortikultura
Kawasan pertanian hortikultura adalah kawasan pertanian bagi
tanaman palawija, sayuran, bunga, dan buah-buahan yang pada umumnya

menempati lahan kering.

Kawasan pertanian hortikultura terdapat di Kecamatan Bobotsari,
Kecamatan Padamara, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet,
Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kemangkon,
Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong,
Kecamatan Rembang, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangmoncol,

Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kutasari.

I1.1.6.1.3.3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan tanaman perkebunan adalah kawasan bagi tanaman
perkebunan yang menghasilkan bahan pangan atau bahan baku industri.
Kawasan tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada
saat ini seluas 14.764 hektar yang terdapat di Kecamatan Kemangkon,
Kecamatan Kejobong, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Pengadegan,
Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan

Karanganyar, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Rembang, Kecamatan
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Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Mrebet, Kecamatan

Bojongsari, dan Kecamatan Kutasari.

I1.1.6.1.3.4. Kawasan Peternakan
Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi
budidaya peternakan baik ternak besar, ternak kecil dan unggas serta

lahan untuk padang penggembalaan ternak.

Lokasi kawasan peternakan terdapat di Kecamatan Karangreja,
Kecamatan Padamara, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Mrebet,
Kecamatan Kejobong, Kecamatan Rembang, Kecamatan Pengadegan,
Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kaligondang, dan

Kecamatan Kemangkon.

I1.1.6.1.4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang
diperuntukkan bagi usaha budidaya perikanan. Kawasan perikanan di
Kabupaten Purbalingga tersebar di beberapa wilayah yang meliputi
Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Padamara,

Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kutasari, dan Kecamatan Mrebet.

I1.1.6.1.5. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi
bahan galian yang bernilai ekonomis yang pemanfaatannya perlu
dikendalikan agar terjaga kelestariannya sehingga tidak menyebabkan
terjadinya kerusakan lingkungan. Penetapan kawasan pertambangan
merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial

menjadi kekuatan ekonomi riil.

Jenis bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Purbalingga
berupa batuan non mineral yang antara lain terdapat di wilayah Kecamatan

Rembang seluas 4,973 hektar.
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I1.1.6.1.6. Kawasan Peruntukan Industri

Penentuan lokasi industri di Kabupaten Purbalingga diarahkan pada
pengembangan lokasi industri yang dapat menampung industri kecil,
sedang dan besar. Penentuan lokasi industri kecil diarahkan dalam rangka
pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga terutama yang
berbasis pada potensi setempat. Sedangkan lokasi industri sedang dan

besar diarahkan pada kawasan-kawasan tertentu.
Lokasi peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga meliputi :

1. Kawasan Industri yang direncanakan di Desa Kebutuh Kecamatan

Bukateja dengan luas 110 Hektar.

2. Zona Industri direncanakan di Kecamatan Bobotsari seluas 6,1 hektar
(Desa Banjarsari), Kecamatan Kemangkon seluas 38 hektar (Desa Jetis
dan Desa Toyareka), dan wilayah perkotaan Purbalingga seluas 64
hektar (Kelurahan Mewek dan Kelurahan Karangmanyar), serta
beberapa wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Karangmoncol,
Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangreja, Kecamatan
Bojongsari, Kecamatan Kalimanah, Kecaatan Kaligonang, dan

Kecamatan Padamara.

3. Lokasi industri eksisting yang tersebar di Kecamatan Purbalingga
(Kelurahan Kandanggampang, Kelurahan Bojong, Kelurahan
Penambongan, Desa Toyareka, Kelurahan Purbalingga Lor), Kecamaan
Padamara (Desa Karanggambas, Desa Karangjambe, Desa
Karangsentul), Kecamatan Bukateja (Desa Cipawon), Kecamatan
Kaligondang (Desa Penolih), dan Kecamatan Kalimanah (Kelurahan

Kalikabong, Kelurahan Mewek, Kelurahan Karangmanyar).

4. Sentra industri kecil dan rumah tangga yang membaur di permukiman.
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I1.1.6.1.7. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi (baik

alam, ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, dan buatan) yang dapat

mendatangkan kunjungan wisatawan.

1.

Lokasi kawasan pariwisata Kabupaten Purbalingga meliputi:

Peruntukan pariwisata alam yang terdapat di Kecamatan Karangreja
(Pendakian Gunung Slamet, Goa Lawa, Agrowisata Serang, Gunung
Lompong, Curug Silintang, dan Bumi Perkemahan Serang), Kecamatan
Bojongsari (Desa Wisata Karangbanjar dan Bumi Perkemahan Munjul
Luhur), Kecamatan Rembang (Curug Karang dan Curug Panyatan), dan

Kecamatan Kemangkon (Wisata Air Congot di Desa Kedungbenda).

Peruntukan pariwisata budaya dan pengetahuan yang terdapat di
Kecamatan Rembang ( Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman),
Kecamatan Karangjambu (Situs Bandagai), Kecamatan Bobotsari (Situs
Mujan), dan Kecamatan Karanganyar (Wisata Batu Menhier),
Kecamatan Kertanegara (Wisata Batu Gilang), Kecamatan Purbalingga
(Musium Profesor Purwakawaca, dan Masjid Agung Darussalam),
Kecamatan Mrebet (Wisata Batu Putin, Situs Onje, dan Situs Batu Tulis
Cipaku).

Peruntukan pariwisata buatan terdapat di Kecamatan Bojongsari
(Owabong), Kecamatan Kutasari (Sanggaluri Park dan Kolam Renang
Tirta Asri), dan Kecamatan Padamara (Akuarium Air Tawar Purbayasa

Pancuran Mas).

I1.1.6.1.8. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman yaitu kawasan selain kawasan lindung yang

tidak/belum didayagunakan sebagai kawasan peruntukkan lain. Kawasan

permukiman dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman

perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
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I1.1.6.1.8.1. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah ruang yang diperuntukkan
bagi pengelompokkan permukiman penduduk dengan dominasi kegiatan
non pertanian (pemerintahan, industri, perdagangan, jasa dan lain lain)
untuk  menampung penduduk pada saat sekarang maupun

perkembangannya di masa yang akan datang.

Kawasan permukiman perkotaan meliputi Kawasan Perkotaan
Purbalingga, Kawasan Perkotaan Bobotsari, Kawasan Perkotaan Bukateja,
Kawasan Perkotaan Rembang dan IKK di sekitar Kawasan Perkotaan
Purbalingga (IKK Kaliondang, IKK Kalimanah, IKK Padamara dan IKK
Bojongsari). Lingkup kawasan perkotaan Purbalingga meliputi seluruh
wilayah Kecamatan Purbalingga, sebagian Kecamatan Kalimanah, sebagian
Kecamatan Kaligondang, sebagian Kecamatan Bojongsari dan sebagian
Kecamatan Padamara. Sedangkan kawasan permukiman perkotaan lingkup
IKK meliputi permukiman yang termasuk dalam delineasi IKK. Total

seluruh kawasan permukiman perkotaan adalah seluas 4.969,28 hektar.

I1.1.6.1.8.2. Permukiman Perdesaan
Kawasan permukiman perdesaan adalah ruang yang diperuntukkan
bagi pengelompokkan permukiman penduduk yang terikat dengan pola

lingkungan perdesaan yang bercirikan masyarakat agraris.

Kawasan permukiman perdesaan meliputi batas fisik permukiman di
luar Kawasan Perkotaan Purbalingga, Kawasan Perkotaan Bobotsari,
Kawasan Perkotaan Rembang, Kawasan Perkotaan Bukateja dan 4 (empat)
IKK di sekitar Kawasan Perkotaan Purbalingga (IKK Kalimanah, IKK
Padamara, IKK Bojongsari, dan IKK Kaligondang) serta permukiman di luar
masing-masing IKK di Kabupaten Purbalingga dengan luas mencapai
10.350,4 Ha.
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I1.1.6.1.9. Kawasan Terbuka Hijau Kota

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur
dan/ atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam. Fungsi utama (intrinsik) RTH adalah sebagai fungsi
ekologis sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota),
sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, habitat satwa,

serta penahan angin.

Fungsi RTH dari aspek sosial adalah untuk memberi ruang ekspresi
budaya lokal, media komunikasi warga, tempat rekreasi serta wadah
dan/atau objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Fungsi RTH dari
aspek ekonomi adalah sumber produk pertanian yang bisa dijual, seperti
tanaman bunga, buah, daun dan sayur mayur serta bisa menjadi bagian
dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain lain. Sedangkan dari
fungsi estetika, RTH dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah
lingkungan kota, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota,
pembentuk faktor keindahan arsitektural dan menciptakan suasana serasi

dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sekurang-kurangnya
30 persen dari total luas wilayah. Mempertimbangkan luas wilayah
perkotaan di Kabupaten Purbalingga pada akhir tahun perencanaan yaitu
seluas 4.897,6 hektar, maka dibutuhkan lahan RTH perkotaan minimal
seluas 1.469,3 hektar, dengan perincian 979,5 hektar RTH publik dan
489,8 hektar RTH privat.

RTH yang terdapat di kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga

meliputi beberapa fungsi lahan sebagai berikut:

1. RTH Pekarangan meliputi sebagian dari pekarangan rumah tinggal,

halaman perkantoran, pertokoan, dan taman atap rumah;
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2. RTH taman dan hutan kota meliputi taman lingkungan Rukun Tetangga
(RT), taman lingkungan Rukun Warga (RW), taman kelurahan, taman

kecamatan, taman kota, hutan kota dan sabuk hijau (green belt);

3. RTH jalur hijau meliputi pulau jalan, median jalan, dan jalur pejalan
kaki;

4. RTH fungsi tertentu meliputi sempadan sungai, sempadan mata air, dan

pemakaman.

Adapun RTH Kawasan Perkotaan Purbalingga yang telah berfungsi
selama ini antara lain berupa Alun-Alun Kota Purbalingga, Taman Kota
Purbalingga (Taman Usman Janatin), Taman Gringsing, Stadion Gelora
Goentoer Darjono di Kecamatan Purbalingga, Taman Sentul Garden di

Kecamatan Padamara, dan sempadan sungai.

I1.1.6.1.10. Kawasan Khusus

Kawasan khusus adalah kawasan yang diperuntukkan bagi
pengembangan pelayanan administrasi kepemerintahan serta pertahanan
dan keamanan negara untuk menjamin keamanan dan pelayanan kepada

masyarakat.
Lokasi kawasan khusus di Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Perkantoran pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga

kelurahan/desa, serta perkantoran instansi vertikal.

2. Perkantoran atau instalasi militer termasuk Pangkalan Udara Wirasaba
yang merupakan lapangan udara militer dengan luas mencapai 115,042
hektar dan Kawasan Batalyon Infanteri 406 Candrakusuma.

II1.1.6.1.11. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi
penyelenggaraan pelayanan transportasi. Penyediaan kawasan ini
dilaksanakan dalam rangka mengakomodir kebutuhan pelayanan
transportasi.
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Kawasan transportasi di Kabupaten Purbalingga meliputi lima
terminal tipe C yang berlokasi di Kecamatan Kalimanah, Kecamatan
Bobotsari, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Rembang dan Kecamatan
Kejobong.

I1.1.6.2. Kawasan lindung
II.1.6.2.1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah hutan yang memiliki sifat khas yang
mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun
bawahnya yang berfungsi sebagai pengatur tata air yaitu menjaga fungsi
hidrologi tanah agar memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air
hujan pada daerah resapan air tanah dan air permukaan, pencegah banjir
dan erosi serta memelihara kesuburan tanah (mencegah terjadinya lahan
kritis).

Luas hutan lindung di Kabupaten Purbalingga sesuai Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 359/Menhut-1I/2004 adalah 9.236,1 hektar,
dengan lokasi menyebar di Kecamatan Karangreja, Kecamatan
Karangjambu, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan
Bobotsari, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karanganyar, dan

Kecamatan Rembang.

I1.1.6.2.2. Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan
Bawahannya

Kawasan yang Memberikan Perlindungan pada Kawasan

Bawahannya yang terdapat di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi

kawasan yang mempunyai kriteria fisik sama dengan kriteria hutan lindung

tetapi letaknya di luar kawasan hutan (kawasan konservasi lahan dan

resapan air). Kawasan yang Memberikan Perlindungan pada Kawasan

Bawahannya yang ada di Kabupaten Purbalingga seluas 3.529 hektar.

Lokasi kawasan resapan air di Kabupaten Purbalingga berada di

sekitar kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Purbalingga bagian
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utara, vyaitu Kecamatan Kutasari (Desa Cendana, Karangcegak,
Candiwulan, Karangjengkol, Candinata), Kecamatan Bojongsari (Desa
Bumisari, Banjaran), Kecamatan Karangreja (Desa Serang, Kutabawa,
Siwarak, Karangreja, Gondang, Tlahab Kidul, Tlahab Lor), Kecamatan
Mrebet (Desa Binangun, Pengalusan, Sangkanayu, Onje, Tangkisan,
Sindang), Kecamatan Bobotsari (Desa  Talagening, Tlagayasa,
Palumbungan, Limbasari, Banjarsari, Karangmalang), Kecamatan
Karanganyar (Desa Ponjen, Karanganyar), Kecamatan Kertanegara (Desa
Krangean, Darma), Kecamatan Karangjambu (Desa Sirandu, Purbasari,
Karangjambu, Sanguwatang, Jingkang, Danasari), Kecamatan
Karangmoncol (Desa Sirau, Kramat, Tunjungmuli), dan Kecamatan
Rembang (Desa Panusupan, Tanalum, Gunungwuled, Losari, Bantarbarang,

Karangbawang, Bodaskarangjati, Wanogara Kulon).

I1.1.6.2.3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan lindung setempat berfungsi untuk melindungi lahan pada
fungsi tertentu. Di wilayah Kabupaten Purbalingga kawasan ini antara lain:
kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan
sekitar mata air. Secara rinci rencana pengelolaan kawasan lindung

setempat dapat dijabarkan sebagai berikut:

I1.1.6.2.3.1. Sempadan Sungai

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan
sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
sungai. Tujuan perlindungan ialah untuk melindungi sungai dari kegiatan
manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi

fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Lokasi sempadan sungai di Kabupaten Purbalingga adalah:
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1. Wilayah perlindungan Sungai Besar yang meliputi kawasan sepanjang
kanan dan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai

yaitu: Sungai Pekacangan, Sungai Serayu, dan Sungai Klawing;

2. Wilayah perlindungan Sungai Kecil yang meliputi kawasan sepanjang
kanan dan kiri sungai sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai,
yaitu: Sungai Ponggawa, Sungai Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai
Lembereng, Sungai Tlahab, Sungai Soso, Sungai Lebak, Sungai
Tungtunggunung, Sungai Laban, Sungai Kuning, Sungai Wotan, Sungai

Gintung, Sungai Tambra, dan Sungai Muli.

I1.1.6.2.3.2. Kawasan Sekitar Danau/Waduk
Kawasan sekitar danau/waduk/bendungan adalah kawasan tertentu
di sekeliling danau/waduk/bendungan yang mempunyai manfaat penting

untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk/bendungan.

Lokasi kawasan sekitar danau/waduk di Kabupaten Purbalingga
adalah di sekitar Bendung Slinga di Desa Kalikajar perbatasan Kecamatan
Kaligondang dengan Kecamatan Mrebet yang memanfaatkan Kali Kemusuk

dan Kali Klawing.

I1.1.6.2.3.3. Kawasan Sekitar Mata Air
Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air
yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian

fungsi utama air.

Lokasi Kawasan Sekitar Mata Air di Kabupaten Purbalingga
meliputi : Mata Air Situ Tirtomarto Desa Karangcegak, Mata Air Walik Desa
Kutasari, Mata Air Tuk Gunung Desa Limbangan, Mata Air Bandawayu Desa
Karangduren, Mata Air Mudal Desa Dagan, Mata Air Tuk Arus Desa Serayu
Larangan, Mata Air Kali Talun Desa Karangtalun, Mata Air Cupit Urang dan

Mata Air Kali Pulus Desa Karanggambas.
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I1.1.6.2.3.4. Kawasan Lindung Spiritual

Kawasan Lindung Spiritual adalah kawasan yang dilindungi karena
memiliki nilai spiritual bagi masyarakat luas. Kawasan Lindung Spiritual di
Kabupaten Purbalingga meliputi Petilasan Ardi Lawet di Desa Panusupan

Kecamatan Rembang dan Masjid Onje di Desa Onje Kecamatan Mrebet.

I1.1.6.3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar
Budaya

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan diperuntukkan bagi
kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya dan
kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Kawasan Cagar Budaya dan
Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kawasan tersebut dapat
berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional dan
keanekaragaman bentukan geologi yang berguna untuk ilmu pengetahuan
yang harus dilindungi dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh alam
dan kegiatan manusia. Kriteria Kawasan Sekitar Cagar Budaya dan Ilmu
Pengetahuan adalah batas lingkar sejauh 50 sampai 200 meter dari tempat

tersebut.

Lokasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan di Kabupaten
Purbalingga meliputi Monumen tempat Lahir Jenderal Soedirman di Desa
Bantarbarang, Petilasan Ardi Lawet di Desa Panusupan Kecamatan
Rembang, Desa Wisata Karangbanjar (Kecamatan Bojongsari), Situs Onje
di Desa Onje Kecamatan Mrebet, Situs Mujan di Desa Banjarsari
Kecamatan Bobotsari, Situs Bandagai di Kecamatan Karangjambu dan Situs

Batu Tulis di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet.

I1.1.6.4. Kawasan Rawan Bencana Alam
Kawasan Rawan Bencana Alam merupakan wilayah dengan kondisi
fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan

terjadinya bencana alam. Di wilayah Kabupaten Purbalingga kawasan ini
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antara lain berupa kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan
bencana banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, dan angin topan.
Secara rinci rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam dapat

dijabarkan sebagai berikut:

I1.1.6.4.1. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Wilayah rawan longsor di Kabupaten Purbalingga terdapat di
kawasan lereng perbukitan terjal dan di tepian sungai. Kawasan rawan
tanah longsor di Kabupaten Purbalingga merupakan kawasan yang rentan
terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan
tingkat menengah dan tinggi. Tanah di kawasan tersebut umumnya masih
merupakan tanah lepas yang masih menumpang pada batuan dasarnya
dengan kondisi tanah yang lapuk. Wilayah rawan longsor juga dapat
diakibatkan oleh gerusan air sungai yang membentuk tebing terjal atau
adanya penggundulan hutan. Selain itu, tingkat kelerengan juga

merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya longsor.

Lokasi kawasan bencana tanah longsor meliputi sebagian kecil
wilayah Kecamatan Kemangkon (Desa Jetis, Kedungbenda, Pegandekan),
sebagian kecil wilayah Kecamatan Kaligondang (Desa Sidareja, Cilapar),
sebagian wilayah Kecamatan Karangjambu (Desa Karangjambu, Sirandu,
Sanguwatang, Purbasari, Jingkang, Danasari), sebagian kecil wilayah
Kecamatan Karanganyar, sebagian kecil wilayah Kecamatan Kertanegara,
sebagian kecil wilayah Kecamatan Bojongsari (Desa Banjaran), sebagian
kecil wilayah Kecamatan Bobotsari (Desa Banjarsari, Karangmalang),
sebagian kecil wilayah Kecamatan Karanganyar (Desa Kalijaran, Brakas,
Kaliori), dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Mrebet (Desa Sindang,
Tangkisan), sebagian wilayah Kecamatan Rembang (Desa WIlahar,
Tanalum, Bodaskarangjati, Bantarbarang, Wanogara Wetan, Panusupan,
Gunungwuled, Karangbawang), dan sebagian wilayah Kecamatan

Karangmoncol (Desa Sirau, Tajug, Pepedan).
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I1.1.6.4.2. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan Rawan Bencana Banjir merupakan kawasan yang
sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir atau tempat-
tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih
dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.
Kawasan Rawan Bencana Banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat
sementara sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh
dan permanen di tempat tersebut. Kriteria kawasan yang teridentifikasi
sering dan berpotensi mengalami bencana banjir adalah di kawasan

cekungan maupun kawasan sekitar sungai.

Lokasi Kawasan Bencana Banjir di Kabupaten Purbalingga meliputi
kawasan di sekitar Sungai Klawing, Sungai Serayu, dan Sungai
Pekacangan, serta sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten
Purbalingga. Kawasan rawan bencana banjir yang terdapat di Kabupaten
Purbalingga vyaitu Kecamatan Kemangkon (Desa Kalialang, Muntang,
Sumilir, Jetis, Gambarsari, Toyareka), Kecamatan Purbalingga (Desa
Toyareja, Jatisaba, Bancar), Kecamatan Kaligondang (Desa Lamongan,
Penaruban, Tejasari, Cilapar), Kecamatan Kalimanah (Desa Sidakangen,
Blater), Kecamatan Bojongsari (Desa Galuh, Banjaran), Kecamatan
Bobotsari (Desa Banjarsari), Kecamatan Karanganyar (Desa Kaliori,
Margasana, Kalijaran, Ponjen), Kecamatan Mrebet (Desa Sindang,
Tangkisan), Kecamatan Bukateja (Desa Bajong, Kedungjati), Kecamatan
Kejobong (Desa Lamuk), Kecamatan Rembang (Desa Makam, Sumampir,
Bodaskarangjati, Bantarbarang, Wanogara Wetan). Kecamatan
Karangmoncol (Desa Tajug, Pekiringan, Pepedan, Grantung), dan

Kecamatan Kertanegara (Desa Kertanegara).

I1.1.6.4.3. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kawasan Rawan Bencana Kekeringan merupakan kawasan yang
sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam kekeringan atau tempat-
tempat yang secara rutin setiap musim kemarau mengalami kekeringan

dan kesulitan memperoleh air bersih.
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Lokasi Kawasan Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten
Purbalingga meliputi Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong,
Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kaligondang, sebagian kecil

Kecamatan Kutasari, dan sebagian kecil Kecamatan Bojongsari.

I11.1.6.4.4. Kawasan Rawan Bencana Angin Topan

Kawasan Rawan Bencana Angin Topan merupakan kawasan yang
sering/berpotensi tinggi mengalami bencana angin topan atau tempat-
tempat yang secara rutin dilanda angin topan. Angin topan adalah pusaran
angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering
terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di
kawasan yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan
disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin
paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan
radius ratusan kilometer di sekitar kawasan sistem tekanan rendah yang

ekstrem dengan kecepatan sekitar 20 Km/jam.

Lokasi kawasan bencana angin topab di Kabupaten Purbalingga
seluas 41.532 hektar yang meliputi Kecamatan Kemangkon (Desa
Kedungbenda, Bokol, Majasem, Senon, Pelumutan, Jetis), Kecamatan
Kaligondang (Desa Pagerandong, Sidanegara, Arenan, Sempor Lor, Brecek,
Cilapar), Kecamatan Kutasari (Desa Karangreja, Candinata, Karangklesem,
Sumingkir, Meri, Kutasari, Munjul), Kecamatan Bojongsari (Desa
Pekalongan, Beji, Metenggeng, Karangcegak, Bumisari), Kecamatan
Bobotsari (Desa Banjarsari, Tlagayasa, Majapura, Karangduren,
Kalapacung, Pakuncen, Gunungkarang), Kecamatan Karangreja (Desa
Serang, Kutabawa, Karangreja, Siwarak, Tlahap Lor, Gondang), Kecamatan
Karangjambu (Desa Sanguwatang, Purbasari, Sirandu, Karangjambu,
Jingkang, Danasari), Kecamatan Karanganyar (Desa Ponjen, Krangean,
Langkat, Kalijajar, Brakas, Maribaya), Kecamatan Mrebet (Desa
Sangkanayu, Pengalusan, Cipaku), Kecamatan Kejobong (Desa Kejobong,
Pangempon, Langgar, Nangkod, Kedarpan), Kecamatan Pengadegan (Desa

Tetel, Tumanggal, Bedagas, Larangan, Karangjoho), Kecamatan Rembang
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(Desa Panunggalan, Tegalpingen, Gunungwuled, Losari, Bantarbarang,
Wanogara Wetan, Lahar, Tanalun, Panusupan, Wanogara Kulon),
Kecamatan Karangmoncol (Desa Kramat, Tunjungmuli, Tamansari),
Kecamatan Padamara, (Desa Purbayasa, Bojanegara, Karangsentul),
Kecamatan Bukateja (Desa Bukateja, Bajong, Kutawis), Kecamatan

Kalimanah (Desa Kalikabong, Karangmanyar, Mewek, Selabaya, Babakan).

I1.1.6.4.5. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi

Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi merupakan
kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami/terkena dampak dari
letusan gunung berapi, baik bahaya primer (awan panas, lontaran material
pijar, hujan abu lebat, lava, dan gas beracun) mapun bahaya
sekunder/ikutan vyaitu bahaya yang terjadi setelah proses peletusan
berlangsung. Bila suatu gunung api meletus akan terjadi penumpukan
material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada
saat musim hujan tiba, sebagian material tersebut akan terbawa oleh air
hujan dan tercipta adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir lahar
dingin.

Wilayah yang potensial terkena letusan gunung berapi di Kabupaten
Purbalingga mencapai luasan 8.015 hektar yang berada di wilayah lereng
Gunung Slamet meliputi Kecamatan Karangreja (Desa Siwarak, Kutabawa,
Serang, Karangreja, Tlahab Lor, Tlahab Kidul), Kecamatan Mrebet (Desa
Pengalusan, Binangun, Sangkanayu), Kecamatan Bojongsari (Desa
Bumisari, Metenggeng), dan Kecamatan Kutasari (Desa Karangjengkol,

Candinata, Candiwulan, Cendana).

I1.1.6.5. Kawasan Lindung Geologi
Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi yang
berada di daerah aliran sungai Klawing dan kawasan imbuhan air tanah

berupa Cekungan Air Tanah Puwokerto-Purbalingga.
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I1.1.6.6. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa kawasan lindung plasma nutfah
meliputi buah duku berada di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang dan
Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja serta kambing khas Kejobong di

Kecamatan Kejobong.

II.2. Capaian Hasil-Hasil Pembangunan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah
adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari Usia Harapan
Hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli
masyarakat. Semakin tinggi nilai IPM mencerminkan semakin tinggi pula
tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di samping itu tingkat
kesejahteraan masyarakat juga diukur berdasarkan beberapa indikator
yang telah menjadi kesepakatan global dalam rangka pengurangan jumlah
keluarga miskin yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau
Millenium Development Goals (MDG’s). Hakekat MDG’s adalah perbaikan
kondisi kesehatan dan pendidikan secara substansial di negara-negara
yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut, termasuk Indonesia.
Adapun target-target MDG's yang harus dicapai sampai dengan tahun 2015
adalah :

1. Mengurangi separuh proporsi penduduk dengan pendapatan kurang
dari $ US 1 per kapita per hari.

2. Mengurangi separuh proporsi penduduk yang menderita kelaparan.
Menjamin baik laki-laki maupun perempuan di manapun untuk dapat
menamatkan pendidikan dasar.

4. Mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan dasar dan
menengah (Dikdasmen) pada tahun 2010 dan di semua tingkat pada
tahun 2015.

5. Memberantas HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya,
dimana pada tahun 2015 diharapkan mampu membalikkan tren
penularan dari semakin meluas menjadi semakin sedikit.

6. Menurunkan dua pertiga Angka Kematian Bayi (AKB).
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7. Menurunkan tiga perempat Angka Kematian Ibu (AKI).
8. Mengurangi hingga separuh penduduk tanpa akses air bersih, juga

sebagai upaya pelestarian lingkungan.

Konsep pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
berusaha sejalan dengan Millenium Development Goals (MDG’s). Selain itu
juga mengacu pada konsep pembangunan global yang dipublikasikan tahun
1990 oleh UNDP dalam Human Development Report (HDR). Konsep
pembangunan global menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah
suatu proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia, yaitu
kebebasan politik, hak asasi manusia dan harga diri, hidup sehat dan
berumur panjang, berilmu pengetahuan, serta mempunyai akses terhadap

sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat hidup layak.

IPM Kabupaten Purbalingga dari tahun 2005 sampai dengan 2008
senantiasa mengalami peningkatan, dari sebesar 68,5 pada tahun 2005
menjadi sebesar 70,9 pada tahun 2008. Bila dibandingkan dengan rata-
rata IPM Jawa Tengah, IPM Kabupaten Purbalingga masih berada di
bawahnya. Namun dalam skala wilayah, IPM Kabupaten Purbalingga
berada di atas Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, dan masih
mengejar IPM Banyumas yang sudah mencapai 71,77 pada tahun 2008.
Selengkapnya perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

Purbalingga selama lima tahun seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11.2-1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005 - 2009

Tahun IPM Kab. IPM Provinsi Jawa
Purbalingga Tengah

2005 68,5 69,8

2006 69,9 70,3

2007 70,38 71,2

2008 70,9 71,6

2009 71,51 72,1

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

32|RPIJMD Kab. Purbalingga Tahun 2010-2015



Berdasarkan berbagai komponen IPM di atas, terlihat adanya
peningkatan kualitas masyarakat Purbalingga secara cukup signifikan
dalam beberapa tahun terakhir. Dalam jangka waktu lima tahun, Usia
Harapan Hidup meningkat dari 68,5 tahun pada tahun 2005 menjadi 69,8
tahun pada tahun 2009. Angka melek huruf meningkat menjadi 94,67
persen di tahun 2009 dari 93,1 persen di tahun 2007. Rata-rata angka
lama sekolah juga meningkat tajam dari 6 tahun pada tahun 2005 menjadi
6,5 tahun di tahun 2008. Sementara paritas daya beli masyarakat juga
meningkat dari Rp. 586.600,- pada tahun 2004 menjadi Rp. 627.570,-

pada tahun 2008.

Tabel I1.2-2. IPM Kabupaten Purbalingga per Komponen Tahun 2005-2009

No Komponen Skor per komponen
2005 | 2006 | 2007 2008 2009
1. Usia Harapan Hidup 68.5 69 69 6 69 6 69 8
(th) I I I I
(AODO%ka melek huruf 91,27 | 91,72 | 89,17 | 91,00 | 91,26
Rata-rata lama
cekolah (th) 6 6,80 6,46 6,5 7,00
Paritas daya beli 620,1 | 621,01 | 623,06 | 627,57 | 630,44
(ribu rp)

Sumber:Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009

Keberhasilan pembangunan juga diukur dari seberapa jauh
kegiatan pembangunan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin.
Secara nominal jumlah penduduk miskin sulit untuk dikurangi, namun
secara proporsional dapat berkurang. Berdasarkan data makro hasil survey
BPS,

penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2005, penduduk miskin

penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga terus mengalami

di Kabupaten Purbalingga sebesar 29,95 persen, berkurang menjadi
sebesar 24,97 persen pada tahun 2009. Sementara persentase penduduk
miskin Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 20,43. Berikut
kondisi penduduk miskin Kabupaten Purbalingga selengkapnya seperti

terlihat pada tabel II.2-3.
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Tabel I1.2-3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga
Tahun 2005-2009

Tahun Kabupaten Provinsi
Purbalingga Jawa Tengah
2005 29,95 20,9
2006 32,38 22,19
2007 30,24 20,43
2008 27,12 19,23
2009 24,97 17,72

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009

Dari aspek ekonomi, pembangunan Kabupaten Purbalingga juga
menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Secara absolut PDRB Kabupaten
Purbalingga baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan, mengalami kenaikan yang cukup stabil. Laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Purbalingga berkisar antara 3 sampai dengan 6
persen. Lesunya pasar dunia, kenaikan harga BBM dunia, dan turunnya
permintaan pasar internasional dan nasional, ternyata tidak terlalu terasa
dampaknya terhadap perekonomian Purbalingga. Bahkan pada tahun 2007
dan 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga melampaui
pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah maupun nasional.

Pada tahun 2005 Ilaju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Purbalingga berada pada angka 4,18 persen dan pada tahun 2009 berada
pada angka 5,84 persen. Berikut ini perbandingan laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-
2009.

Tabel I1.2-4. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009

Tahun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
Pertumbuhan Inflasi Pertumbuhan Inflasi
Ekonomi (%) ekonomi (%)

2005 4.18 18,71 5.35

2006 5.06 6,90 5.33 6.5

2007 6.19 6,52 5.59 6.24

2008 5.30 9,51 5.50

2009 5.61 3.35 4.70 3.32

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, diolah.
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Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga yang pada tahun
2005 masih di bawah pertumbuhan Jawa Tengah, pada tahun-tahun
berikutnya mulai mengimbangi, bahkan berada di atas pertumbuhan Jawa
Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Purbalingga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Jawa
Tengah. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga per

sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.2-5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga per Lapangan
Usaha Tahun 2005-2009

No. Lapangan Usaha Tahun (%) Rata -
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 rata
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pertanian, peternakan, 2.78 3.07 4.23 2.81 3.95 3.30
perkebunan, kehutanan,
perikanan
2. Pertambangan dan penggalian 9.73 8.47 8.82 9.64 | 10.12 4.30
3. Industri pengolahan 5.37 6.42 6.59 6.09 7.30 6.35
4. Listrik, gas dan air minum 9.28 12.42 | 0.32 5.48 9.72 7.44
5. Bangunan 8.36 6.82 6.93 7.54 8.37 7.60
6. Perdagangan, hotel dan 3.72 4.60 7.16 5.00 7.19 5.53
restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi 1.45 2.04 5.33 6.58 6.64 4.41
8. Keuangan, persewaan dan jasa 4.15 8.04 | 12.10 | 6.32 8.62 7.85
9. Jasa-jasa 6.33 7.83 7.06 8.22 7.83 7.45

Sumber: BPS Kab. Purbalingga

Dalam lima tahun terakhir, sektor pertambangan dan penggalian
mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding sektor ekonomi lainnya di
Kabupaten Purbalingga, diikuti sektor keuangan, persewaan, dan jasa;
listrik, gas dan air minum; bangunan; jasa-jasa; dan terakhir sektor
industri pengolahan.

Struktur ekonomi secara kuantitatif digambarkan dengan
menghitung besarnya persentase peranan nilai tambah bruto dari masing-
masing sektor terhadap nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2009 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
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Tabel II.2-6. Struktur PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 -2009 Atas
Dasar Harga Berlaku

No Sektor Tahun (%)
. 2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7
1. Pertanian, peternakan, 33.44 33.52 33.44 33.06 32.75
perkebunan, kehutanan,
perikanan
2. Pertambangan dan penggalian 0.65 0.65 0.67 0.68 0.71
3. | Industri pengolahan 10.41 10.35 10.40 10.43 10.08
4. Listrik, gas, dan air minum 1.09 1.09 1.00 0.92 0.68
5. Bangunan 8.05 8.10 8.05 8.01 8.15
6. Perdagangan, hotel dan restoran 17.67 17.46 17.93 17.97 18.70
7. Pengangkutan dan komunikasi 6.07 5.76 5.62 5.40 5.26
8. Keuangan, persewaan, dan jasa 6.15 6.36 8.63 6.50 6.28
9. Jasa-jasa 16.46 16.72 16.43 17.03 17.39

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, diolah

Struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2005
— 2009 masih didominasi sektor pertanian. Pada tahun 2009, sumbangan
sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 32,75 persen, menurun dibanding
tahun sebelumnya yang sebesar 33,06 persen. Sementara itu tingkat
kesejahteraan petani di Kabupaten Purbalingga masih perlu untuk
ditingkatkan. Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Purbalingga pada
tahun 2010 menunjukkan angka sebesar 101,59.

Sektor penyumbang PDRB yang cenderung naik dibanding tahun
2008 antara lain sektor penggalian, sektor industri pengolahan, sektor
perdagangan, dan sektor jasa-jasa. Meskipun masih didominasi sektor
primer (pertanian), struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga terus
mengalami pergeseran yang ditunjukkan dengan terus menurunnya peran
sektor primer (pertanian) dan meningkatnya sektor sekunder dan tersier
(industri dan jasa) meskipun berlangsung relatif lambat. Kondisi ini
berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki struktur ekonomi

dengan kontribusi yang besar di sektor industri pengolahan.

PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan
selama lima tahun terakhir, meskipun masih lebih rendah dibanding PDRB
per kapita Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2005 PDRB per kapita
penduduk Kabupaten Purbalingga mencapai Rp 3.325.494,00 dan pada
tahun 2009 meningkat tajam menjadi Rp 5.838.901,00. Namun demikian,
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peningkatan yang sangat signifikan ini belum bisa mengimbangi PDRB per
kapita Provinsi Jawa Tengah karena struktur ekonomi Kabupaten
Purbalingga masih didominasi oleh sektor ekonomi tradisional yakni sektor
pertanian yang memiliki nilai tambah relatif kecil. Kondisi ini berbeda
dengan Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki struktur ekonomi dengan
kontribusi yang besar di sektor industri pengolahan yang memiliki nilai
tambah besar. PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga dan
perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel I1.2-7. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten
Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009

Tahun PDRB per kapita (Rp.)
Kab. Purbalingga Prov. Jawa Tengah
2005 3.325.494 6.275.651
2006 3.862.595 7.538.997
2007 4.377.449 8.281.309
2008 4.970.626 9.522.019
2009 5.838.901 10.228.762

Sumber: BPS Kab. Purbalingga & Provinsi Jawa Tengah

Meskipun PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga relatif kecil
namun terdistribusi secara relatif merata. Hal ini terlihat dari Gini Ratio
yang berada pada angka di bawah 0,3 (ketimpangan rendah). Gini Ratio
Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2009 adalah sebagaimana pada tabel
11.2-8.

Tabel I1.2-8. Indeks Gini Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2009

Tah Indeks Gini
ahun Kab. Purbalingga Prov. Jawa Tengah
2005 0.2713 0,28
2006 0.2873 0,27
2007 0.2727 0,25
2008 0.2676 0,25
2009 0.2625 0,25
Sumber: BPS Kab. Purbalingga & Prov. Jawa Tengah
Keterangan :
a. G<0,3 = ketimpangan rendah
b. 0,3<G=<0,5 = ketimpangan sedang
c. G>0,5 = ketimpangan tinggi
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Kondisi perekonomian Kabupaten Purbalingga juga menunjukkan
pemerataan yang cukup baik dilihat berdasarkan ketimpangan
antarwilayah. Berdasarkan Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan
Regional/IKR), IKR Kabupaten Purbalingga berada pada kisaran angka 0,3
- 0,5 (ketimpangan sedang).

Tabel I1.2-9. Indeks Williamson Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005-2009

Tahun Indeks Williamson
Kab. Purbalingga Prov. Jawa Tengah
2005 0.46 0,72
2006 0.47 0,75
2007 0.48 0,73
2008 0.49 0,74
2009 0.49 0,70
Sumber: BPS Kab. Purbalingga & Prov. Jawa Tengah
Keterangan :
a. Indeks Williamson = 0, kesenjangan sangat rendah (merata
sempurna)

0,5 - 1, kesenjangan sangat tinggi (tidak merata
sempurna)

0,3 - 0,5, kesenjangan sedang

< 0,3, kesenjangan rendah

b. Indeks Williamson

c. Indeks Williamson
d. Indeks Williamson

Peran besar sektor pertanian dalam pembentukan PDRB
Kabupaten Purbalingga serta besarnya proporsi angkatan kerja yang
bekerja di sektor pertanian menyebabkan tingginya pengaruh sektor
pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan
pendapatan perkapita serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
umum. Naik turunnya produksi dan nilai produksi sektor pertanian sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita
masyarakat. Meskipun demikian, apabila peningkatan produksi maupun
nilai produksi tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan
hidup maka peningkatan produksi dan nilai produksi tersebut tidak akan
berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Indikator yang
dapat digunakan untuk mengukur nilai produk pertanian dibanding dengan
kebutuhan hidup lainnya adalah nilai tukar petani (NTP). Nilai Tukar Petani
(NTP) Kabupaten Purbalingga tidak jauh berbeda dengan dibandingkan
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dengan NTP Provinsi Jawa Tengah, NTP Provinsi Jawa Tengah sebesar
103,18 (2007) dan NTP Kabupaten Purbalingga sebesar 103,24 (2008).
Hasil-hasil pembangunan Kabupaten Purbalingga yang telah
dicapai pada tahap |Ilima tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2025

adalah sebagai berikut :

I1.2.1. Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Otonomi telah memunculkan sikap percaya diri perangkat daerah
untuk menciptakan kreativitas, inovasi, dan terobosan-terobosan baru
dalam penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan kemampuan
merumuskan kebijakan (policy) dan pengambilan keputusan secara lebih
tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan daerah; menumbuhkan upaya
memberikan pelayanan secara lebih prima kepada masyarakat dan upaya
menyelesaikan permasalahan-permasalahan lokal yang bersifat mendesak
secara lebih cepat; serta semakin mendorong kehidupan sosial budaya
masyarakat, ekonomi kerakyatan, dan kehidupan demokrasi. Dampak
nyata dari penerapan otonomi daerah di Kabupaten Purbalingga antara lain
adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan publik, serta
meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

Kondisi umum pemerintahan dan aparatur di Kabupaten

Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa masih
memerlukan penyesuaian secara terus-menerus sejalan dengan
dinamika lingkungan, kebutuhan, dan peraturan perundang-

undangan.

2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum optimal
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara kualitas SDM aparatur masih perlu ditingkatkan sesuai

tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan. Dari sisi kuantitas, pada

39|RPIMD Kab. Purbalingga Tahun 2010-2015



tahun 2009 jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga sebanyak 10.010
orang dengan rincian menurut golongan : golongan I sebanyak 423
orang, golongan II sebanyak 2.481 orang, golongan III sebanyak
4.150 orang, dan golongan IV sebanyak 2.956 orang. Dilihat dari
tingkat pendidikan, PNS yang berpendidikan SD atau sederajat
sebanyak 333 orang (3,33 %), berpendidikan SMP atau sederajat
sebanyak 486 orang (4,85 %), berpendidikan SMA atau sederajat
sebanyak 2.508 orang (25,05 %), berpendidikan D1 sebanyak
sbanyak 160 orang (1,60 %), berpendidikan D2 sebanyak 2.296 orang
(22,94%), berpendidikan D3 sebanyak 1.009 orang(10 %),
berpendidikan D4 sebanyak 7 orang (0,07 %), berpendidikan S1
sebanyak 3.078 orang (30,75 %), dan pendidikan S2 sebanyak 133
orang (1,33%).

3. Ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan

umum relatif masih kurang.

4. Kualitas pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga telah cukup memadai. Di bidang pelayanan perijinan
melalui kebijakan one stop service, Kantor Penanaman Modal dan
Perijinan Terpadu (KPMPT) telah mampu melayani 13 jenis perijinan
dengan penerapan Standard ISO 14001. Sementara pelayanan
administrasi kependudukan telah menggunakan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) yang didelegasikan ke setiap

kecamatan.

I1.2.2. Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban

Di tengah semakin derasnya arus penetrasi budaya global,
semakin berkembang nilai-nilai individualisme, materialisme, dan
hedonisme. Nilai-nilai ini berdampak pada terabaikannya nilai-nilai
kesetiakawanan sosial dan kejujuran. Sementara di sisi lain perhatian
terhadap pembangunan kebudayaan dan pembinaan serta pengembangan

nilai-nilai nasionalisme, terutama pada kalangan generasi muda terasa
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sangat kurang. Kondisi ini telah menyebabkan semakin melemahnya
semangat nasionalisme serta menurunnya solidaritas sosial. Adanya
indikasi kerawanan sosial yang muncul dalam bentuk gangguan keamanan
dan ketertiban umum, menunjukkan belum berkembangnya budaya
hukum. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
mengganggu dan mengurangi intensitas aktivitas sosial ekonomi
masyarakat sehingga berpengaruh negatif terhadap kinerja pembangunan
secara keseluruhan. Pada tahun 2009 angka pelanggaran hukum yang
dilaporkan di Kabupaten Purbalinga sebanyak 309 kasus dan
kecelakaan/pelanggaran lalu lintas sebesar 12.302 kasus. Sementara itu
jumlah kejadian unjuk rasa politik sebanyak 15 kasus dan unjuk rasa
terkait masalah ekonomi sebanyak 3 kasus. Berikut ditampilkan kondisi
politik, hukum, keamanan, dan ketertiban selama tahun 2005-2009.

Tabel I1.2.2-1. Kondisi Politik, Hukum, Keamanan, dan
Ketertiban di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No | Tahun Kasus pelanggaran hukum Kasus unjuk rasa
Pidana Pelanggaran lantas. Politik Ekonomi

1. 2005 181 2.532 10 11

2. 2006 224 4.406 11 5

3. 2007 264 9.369 13 3

4. 2008 326 17.423 11 3

5. 2009 309 12.302 15 3

Sumber:SIPD Kabupaten Purbalingga

Proses demokratisasi yang telah berlangsung seiring dengan
bergulirnya reformasi politik telah membawa perubahan mendasar
terhadap kehidupan politik. Terbukanya keran demokrasi telah
memungkinkan partisipasi politik rakyat yang semakin besar dalam segala
jenjang. Namun demikian, berkembangnya kehidupan demokrasi belum
diikuti dengan etika dan kedewasaan berpolitik. Demokrasi baru dimaknai
sekadar sebagai kebebasan mengaktualisasikan dan mengartikulasikan
pendapat, gagasan, dan aspirasi. Euforia politik di tengah irasionalitas
politik dan kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap etika politik

sangat rawan menimbulkan friksi dan konflik.
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Kesadaran politik rakyat antara lain dapat diukur dari tingkat
partisipasi rakyat dalam pemilihan umum (Pemilu). Tingkat partisipasi
rakyat di Kabupaten Purbalingga dalam Pemilu tahun 2009 sebesar 71,23
atau turun sebesar 13 persen dari Pemilu tahun 2004 yang tingkat

partisipasinya sebesar 84,3 persen.

Peta politik Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari keterwakilan
partai politik di lembaga legislatif. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh suara terbanyak
yakni 13 kursi, turun 4 kursi dibanding pemilu Tahun 2004 sejumlah 17
kursi. Secara lebih rinci, perolehan kursi hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004
dan 2009 di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.2.2-2. Perolehan Kursi Parpol di Kabupaten
Purbalingga pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009

No Nama Perolehan kursi pada Perolehan kursi pada
parpol Pemilu 2004 Pemilu 2009
L P Jumlah L P Jumlah
1 PDI-P 14 3 17 12 1 13
2 Golkar 8 2 10 4 2 6
3 PKB 5 1 6 4 1 5
4. PAN 5 1 6 4 1 5
5. PD 1 0 1 5 2 7
6 PDP 0 0 0 1 1 2
7 PMB 0 0 0 1 1
8 PPP 3 1 4 1 1 2
9. PKS 1 0 1 4 - 4
Jumlah 37 8 45 35 10 45

Sumber: KPU Kabupaten Purbalingga

I1.2.3. Kondisi Sosial Budaya
I1.2.3.1. Gambaran Umum Kependudukan dan Keluarga Berencana
Penduduk merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
sebagai tujuan yang ingin diwujudkan melalui upaya pembangunan sangat
ditentukan oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat
menentukan tingkat efektifitas pendayagunaan sumber daya pembangunan
serta efektifitas penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan karena

jumlah penduduk merupakan faktor pembagi dalam alokasi pemanfaatan
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sumberdaya pembangunan maupun dalam pemanfaatan dan
pendistribusian hasil pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan
sendirinya menuntut penyediaan alokasi belanja pemerintah yang besar
pula guna memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dan ekonomi. Dengan
terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah maka besarnya jumlah
penduduk dengan sendirinya juga akan menyebabkan terbatasnya akses
masyarakat terhadap berbagai fasilitas pelayanan sosial. Rendahnya
derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan ketrampilan akan menyebabkan
rendahnya kualitas dan produktivitas penduduk. Di samping itu jumlah
penduduk yang besar juga akan meningkatkan faktor pembagi terhadap
pendapatan regional sehingga menyebabkan kecilnya tingkat pendapatan
per kapita. Penurunan pendapatan dan rendahnya kualitas penduduk
menimbulkan implikasi

dalam jangka panjang dapat yang kurang

menguntungkan. Di bidang ekonomi, rendahnya tingkat pendapatan
perkapita akan berimplikasi terhadap tingkat tabungan, investasi, distribusi
pendapatan, migrasi penduduk, dan faktor lain yang mempengaruhi laju
pembangunan. Sedangkan di bidang sosial, rendahnya tingkat pendapatan
per kapita dan rendahnya kualitas penduduk akan saling mempengaruhi,
akan

terhadap peningkatan berbagai

konflik

yang kemudian berimplikasi

permasalahan sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas,
sosial, kemiskinan dan sebagainya.

Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga terus menunjukkan
peningkatan dari waktu kewaktu. Keadaan ini mengharuskan pemerintah
untuk lebih memperhatikan upaya-upaya pengendalian laju pertumbuhan
penduduk. Penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 mencapai
896.272 atau bertambah sebesar 16.321 jiwa dari keadaan tahun 2005
yang berjumlah 879.951 orang. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten
Purbalingga tahun 2005-2009 disajikan pada tabel berikut.

Tabel I1.2.3.1-1. Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga
Menurut Kecamatan Tahun 2005-2009

Banyaknya penduduk (jiwa)
hE | e 2005 2006 | 2007 2008 2009
1 | Kemangkon 53.646 53.854 | 54.121 | 54.434 | 54.730
2 | Bukateja 67.317 67.869 | 68.281 | 68.937 | 69.469
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Banyaknya penduduk (jiwa)
e B 2005 2006 2007 2008 2009
3 | Kejobong 41.923 41.966 42.109 42.363 42.632
4 | Pengadegan 37.064 37.466 37.924 38.234 38.515
5 | Kaligondang 58.428 58.643 58.954 59.146 59.352
6 | Purbalingga 56.191 56.607 57.043 57.232 57.387
7 | Kalimanah 49.166 49.447 50.207 50.791 51.094
8 | Padamara 34.068 34.122 34.181 34.475 34.877
9 | Kutasari 53.768 54,252 54.775 55.240 55.540
10 | Bojongsari 54.644 54.895 55.129 55.349 55.697
11 | Mrebet 69.698 70.037 70.620 71.152 71.518
12 | Bobotsari 51.492 51.794 52.215 52.418 52.795
13 | Karangreja 39.344 39.842 40.379 40.868 41.359
14 | Karangjambu 23.350 23.461 23.501 23.668 23.776
15 | Karanganyar 37.485 37.611 37.656 37.711 37.774
16 | Kertanegara 33.918 34.016 34.101 34.155 34.248
17 | Karangmoncol 55.850 56.134 56.319 56.559 56.817
18 | Rembang 62.599 63.023 63.264 63.540 63.789
Jumlah 879.951 885.039 | 890.779 | 896.272 | 901.369
% Pertumbuhan 0,92 0,57 0,64 0,61 0,57

Sumber: Purbalingga dalam Angka Tahun 2005 - 2010

relatif merata.

Dari sisi distribusi, persebaran penduduk Kabupaten Purbalingga

Pada tahun 2009, jumlah penduduk

Kecamatan Mrebet vyaitu sebanyak 72.153 jiwa,

terbesar ada di

sedangkan jumlah

penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Karangjambu yaitu sebanyak

23.668 jiwa.

persen pertahun.

Adapun rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,68

Berdasarkan umur, kondisi penduduk Kabupaten Purbalingga usia

produktif (15 - 64 tahun) menunjukkan angka tertinggi, disusul kelompok
usia belum produktif (0 - 14 tahun). Sedangkan kelompok umur yang
sudah tidak produktif
rendah. Pada tahun 2009 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di

Kabupaten Purbalingga mencapai 63,54 persen. Sementara kelompok usia

(65 tahun ke atas) menempati posisi paling

belum produktif (0 - 14 tahun) sebesar 28,63 persen dan kelompok usia
yang sudah tidak produktif (65 tahun ke atas) ada 7,83 persen. Komposisi
ini memperlihatkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Purbalingga

tergolong penduduk muda dengan tingkat pertumbuhan tinggi.
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2009

penduduk di Kabupaten Purbalingga sebagian besar masih berpendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pada tahun jumlah
SD atau sederajat (SD dan MI), yaitu sebesar 36,66%, disusul dengan
jumlah penduduk lulusan SLTP (SMP dan MTs) sebesar 16,16% orang.
Jumlah penduduk berpendidikan SLTA (SMA, MA, dan SMK) sebesar 9,34
D1 dan D2 sebesar 0,85%, D3/D4/S1/S2/S3 sebesar 2,74%,

sedangkan yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 6,09% serta yang

orang,

tidak/belum tamat SD sebesar 28,11%.

Tabel 11.2.3.1-2. Perkembangan Penduduk Menurut tingkat Pendidikan di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

- Tahun (%)

No Pendidikan 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
1. | Tidak/belum sekolah 8,10 8,30 6,83 6,09 4,94
2. | Tidak/belum tamat SD 29,20 | 29,10 23,22 28,16 25,25
3. SD dan sederajat 38,30 37,50 37,34 36,66 38,93
4. | SMP dan sederajat 14,20 | 14,80 18,13 16,16 17,82
5. SMA dan sederajat 8,70 8,70 8,44 9,34 9,27
6. | DI dan DII, D III, D

IV, S1, 52, 53 1,40 1,50 3,26 3,59 3,79
Jumlah 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Purbalingga Dalam Angka Tahun 2005-2010

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga cenderung

meningkat, hal ini mengindikasikan keberhasilan berbagai program
pembangunan vyang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Kondisi ini antara lain tercermin dari tren menurunnya

proporsi Keluarga Pra Sejahtera dari tahun 2005-2009, meski sempat
meningkat di tahun 2006 akibat kenaikan harga BBM.

Tabel I1.2.3.1-3. Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005 - 2009

Kategori keluarga
Mo Tl Pra- sejahtera | KS1 KS2 KS3 | KS3+
1 2005 76.049 | 61.064 | 70.329 | 37.312 1.541
2 2006 88.334 | 46.226 | 58.541 | 61.755 2.697
3 2007 86.598 | 48.128 | 55.577 | 62.100 2.640
4 2008 82.785 | 50.413 | 60.232 | 63.945 2.395
5 2009 80.074 | 50.820 | 62.951 | 68.506 2.396

Sumber: BKBPP Kabupaten Purbalingga
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Proporsi keluarga pra sejahtera di Kabupaten Purbalingga dalam
kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2005,
penduduk yang masuk kategori keluarga pra sejahtera sebanyak 33,28
persen, namun pada tahun 2009 proporsinya menurun menjadi 30,88

persen.

Beberapa indikator menunjukkan kualitas pelayanan Keluarga
Berencana (KB) sudah memenuhi harapan Program KB. Hal ini terlihat dari
angka kepesertaan Keluarga Berencana aktif (peserta aktif/PA)
menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKIJP) tahun 2009
yang hanya sebesar 25,15 persen, sedangkan peserta non-MKIJP sebesar
74,85 persen. Sementara prevalensi pemakaian alat kontrasepsi pada

pasangan usia subur (15 - 49 tahun) sebesar 78,67 persen.

Tabel 11.2.3.1-4. Peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2009

Metode kontrasepsi Persentase
Jumlah

No | Kecamatan PUS Non perserta KB
MKJP MKIP Jumlah aktif
1 | 2005 168.132 | 34.522 | 97.501 | 132.023 78,52
2 | 2006 170.522 | 31.287 | 102.996 | 134.253 78,73
3 | 2007 174.760 | 22.710 | 115.898 | 138.608 79,31
4 | 2008 178.054 | 35.184 | 108.183 | 143.367 80,52
5 | 2009 181.490 | 35.915 | 108.484 | 144.399 79,56

Sumber: BKBPP Kabupaten Purbalingga
I1.2.3.2. Pendidikan

Sumber daya manusia memiliki posisi strategis dalam
pembangunan suatu negara. Upaya terpenting untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Perkembangan
pembangunan pendidikan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu

tahun 2005-2009 dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan

46 |[RPIMD Kab. Purbalingga Tahun 2010-2015




pendidikan yang meliputi Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek
Huruf (AMH), serta Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM) SD, SLTP, dan SLTA, Angka Putus Sekolah, dan Angka
Melanjutkan Sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah angka lama sekolah
didasarkan pada data jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk
penduduk berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi UNDP,
tingkat capaian pendidikan ideal yang harus diraih oleh seorang penduduk
adalah 15 tahun. Target angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan
capaian tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Purbalingga. Tingkat
capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Purbalingga tahun 2005-
2009 adalah sebagai berikut.

Tabel I1.2.3.2-1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No Tahun Rata-rata lama sekolah (tahun)
Kab. Purbalingga Prov. Jateng

1. 2005 6,00 6,60

2. 2006 6,80 6,80

3. 2007 6,46 6,80

4. 2008 6,50 6,86

5. 2009 7,00 7,07

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah

Tabel di atas menunjukkan tahun 2005 rata-rata lama sekolah
penduduk Kabupaten Purbalingga mencapai 6 tahun, tahun 2006
mengalami peningkatan menjadi 6,80, tahun 2007 turun menjadi 6,46
tahun. Pada tahun 2008 rata-rata lama sekolah mencapai 6,5 tahun, dan
tahun 2009 diestimasi mencapai angka 7 tahun. Angka ini masih jauh dari

target Wajib Belajar 9 Tahun, yaitu RLS sebesar 9 tahun.

Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2009 diestimasi sebesar
94,67 persen, artinya penduduk usia 15 tahun ke atas sudah 94,67 persen
dapat membaca dan menulis, sedangan sisanya sebesar 5,33 persen masih
buta huruf. Dari tahun 2005 sampai 2009 terjadi peningkatan AMH sebesar

3 persen. Meningkatnya AMH merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan
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program pemerintah dalam memberantas buta huruf, baik melalui jalur
pendidikan formal maupun nonformal.

Tabel 11.2.3.2-2. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk
Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No | Tahun Angka Melek Huruf (%)
Kab. Purbalingga Prov. Jateng
1. 2005 91,27 87,40
2. 2006 91,72 88,20
3. 2007 89,17 92,30
4. 2008 91,00 89,24
5. 2009 91,26 89,46

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah
Capaian Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Purbalingga tahun
2005-2009 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 AMH mencapai
91,27 persen, tahun 2006 AMH mencapai 91,72 persen, dan tahun 2007
AMH mencapai 89,17 persen. Pada tahun 2008 AMH mencapai 91,00
persen, sedangkan tahun 2009 AMH mencapai 91,26 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk melihat berapa
banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas
pendidikan. Dari data Angka Partisipasi Murni (APM) di bawah ini terlihat
bahwa penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD sebesar
100 persen. Kelompok penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah
di SLTP sebanyak 66,22 persen, sedangkan sisanya tidak/belum sekolah
atau tidak bersekolah lagi. Kelompok penduduk usia 16-18 tahun yang
sedang bersekolah di SLTA sebanyak 37,72 persen, sedangkan sisanya
tidak/belum sekolah atau tidak bersekolah lagi.

Tabel 11.2.3.2-3. APK SD, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK
Kabupaten Purbalingga Tahun 2005- 2009

No. | TAHUN SD SMP/MTs | SMA/ MA/ SMK
1 2005 101,54 93,67 40,93
2 2006 111,51 94,96 38,08
3 2007 111,36 92,17 40,93
4 2008 113,66 96,69 38,08
5 2009 108,38 96,06 41,77

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
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Tabel 11.2.3.2-4. APM SD, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK
Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No. | TAHUN SD SMP/MTs | SMA/ MA/ SMK
1 2005 93,44 70,60 25,31
2 2006 92,79 62,09 25,42
3 2007 94,78 68,93 25,67
4 2008 93,59 70,84 30,64
5 2009 91,07 68,49 31,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Purbalingga yang telah

dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan, telah
menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik sebagaimana tercermin
pada data-data indikator kinerja sebagai berikut:

1.

Meningkatnya cakupan siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 4
- 6 tahun dari 29,34 persen pada tahun 2005; 30,60 persen pada
tahun 2006; 33,05 persen pada tahun 2007; dan 37,25 persen pada
tahun 2008; menjadi 38,56 persen pada tahun 2009.

Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dari 0,28 persen pada
tahun 2005; 0,28 persen pada tahun 2006; 0,71 persen pada tahun
2007; 0,17 persen pada tahun 2008; menjadi 0,15 persen pada tahun
2009. APS SMP/MTs meningkat dari 0,62 persen pada tahun 2005
menjadi 1,11 persen pada tahun 2006. Kondisi ini terjadi seiring
dengan memburuknya kondisi ekonomi akibat kenaikan harga BBM.
Sedangkan pada tahun 2007-2009 APS terus mengalami penurunan.
Pada tahun 2007 APS SMP/MTs sebesar 0,62 persen, pada tahun 2008
sebesar 0,18 persen, dan pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,08
persen. Angka putus sekolah di tingkat SLTA pada tahun 2005 sebesar
0,89 persen dan pada tahun 2006 turun sedikit menjadi 0,88 persen.
Sedangkan pada tahun 2007 menjadi 0,75 persen dan pada tahun
2008 turun cukup signifikan menjadi 0,31 persen. Namun pada tahun
2009 naik tajam menjadi 0,80 persen.

Pada tahun 2005 Angka Kelulusan SD/MI sebesar 98,01 persen, pada
tahun 2006 sebesar 98,91 persen, pada tahun 2007 sebesar 99,39
persen, pada tahun 2008 sebesar 98,76 persen, dan pada tahun 2009
sebesar 97,79 persen. Pada tahun 2005 Angka Kelulusan SMP/MTs

49|RPIMD Kab. Purbalingga Tahun 2010-2015



sebesar 84,56 persen, pada tahun 2006 sebesar 84,87 persen, pada
tahun 2007 sebesar 86,15 persen, pada tahun 2008 sebesar 87,98
persen, dan pada tahun 2009 menjadi sebesar 90,51 persen.
Sedangkan Angka Kelulusan SLTA pada tahun 2005 sebesar 75,33
persen, pada tahun 2006 sebesar 75,33 persen, pada tahun 2007
sebesar 85,00 persen, pada tahun 2008 sebesar 81,66 persen, dan
pada tahun 2009 menjadi sebesar 88,28 persen.

4. Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah ke jenjang SMP/MTs pada
tahun 2005 sebesar 81,36 persen menjadi 94,06 persen pada tahun
2009; dan Angka Melanjutkan Sekolah ke jenjang SLTA pada tahun
2005 sebesar 53,02 persen menjadi 85,25 persen pada tahun 2009.

5. Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV pada
tahun 2005 sebesar 24,05 persen, pada tahun 2006 sebesar 24,97
persen, pada tahun 2007 sebesar 31,36 persen, pada tahun 2008
sebesar 32,30 persen, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 48,94
persen.

6. Meningkatnya jumlah guru yang bersertifikat profesi sampai dengan
akhir tahun 2009 mencapai 1.991 orang (33,02 persen) dari total
pengajar/ guru PNS sebanyak 6.029 orang.

I1.2.3.3. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi
salah satu hak dasar rakyat. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan
kepada masyarakat dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan di
puskesmas dan jaringannya serta peningkatan pelayanan kesehatan
dasar lainnya.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan yang optimal melalui upaya preventif,
promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pembangunan di bidang kesehatan
dapat diukur dengan indikator meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH),
menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu
melahirkan (AKI), persentase tenaga kesehatan penolong kelahiran,
jumlah fasilitas pengobatan, jumlah tenaga kesehatan baik medis

maupun non medis dan lain-lain.
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Salah satu indikator IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH), yakni
rata-rata ketahanan hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayatnya
di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan lama hidup dan hidup sehat.
Angka ini secara teoritis mempunyai hubungan terbalik dan korelasi yang
tinggi dengan Angka Kematian Bayi. Artinya, jika terjadi penurunan
Angka Kematian Bayi maka akan terjadi peningkatan Usia Harapan Hidup.
Selain dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi, Usia Harapan Hidup juga
menggambarkan  meningkatnya derajat kesehatan  masyarakat,
membaiknya sistem pelayanan kesehatan, dan meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan bersih.

Dalam upaya meningkatkan Usia Harapan Hidup juga perlu
diperhatikan upaya menurunkan Angka Kematian Bayi / Infant Mortality
Rate (AKB/IMR) dan Angka Kematian Ibu / Maternal Mortality Rate
(AKI/MMR). Upaya yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pelayanan
dan/atau meningkatkan sarana kesehatan tetapi juga mengidentifikasi
permasalahan sosial ekonomi masyarakat, serta kultur dan tata nilai

masyarakat terhadap kesehatan anak.

Tabel I1.2.3.3-1. Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga
Tahun 2005-2009

Indikator 2005 2006 2007 2008 2009

Usia Harapan Hidup
(tahun) 68,5 69,00 69,60 69,60 69,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2005-
2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005
sebesar 68,50 tahun. Tahun 2006-2008 berturut-turut sebesar 69 tahun;
69,6 tahun; dan 69,6 tahun. Sedangkan pada tahun 2009 meningkat
menjadi 69,8 tahun.

Angka Kematian Bayi (AKB/IMR) Kabupaten Purbalingga pada
tahun 2005 sebesar 10 jiwa/1000 kelahiran hidup (kh), sedangkan pada
tahun 2009 sebesar 5 jiwa/1000 kh. AKB ini dapat dipengaruhi oleh
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kematian bayi akibat kesulitan pada saat persalinan dan kematian setelah
persalinan. Angka Kematian Ibu (AKI/MMR) pada tahun 2005
menunjukkan angka 110 jiwa/100.000 kh, dan pada tahun 2009
mengalami penurunan menjadi 103 jiwa/100.000 kh.

Penolong persalinan menjadi salah satu faktor vyang
mempengaruhi Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu
(AKI). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis yang memiliki
kompetensi kebidanan terus meningkat dari 69,20 persen pada tahun
2005; 69,30 persen pada tahun 2006; 84,65 persen pada tahun 2007,
dan 88,24 persen pada tahun 2008, menjadi 94,40 persen pada tahun
2009. Bayi yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan,
dan tenaga medis lain mempunyai peluang selamat lebih besar
dibandingkan bayi yang ditolong oleh dukun bayi. Hal ini disebabkan
tenaga kesehatan lebih memperhatikan tingkat kebersihan, pencegahan
infeksi, memiliki alat-alat persalinan yang lengkap, dan melakukan
pemeliharaan bayi pasca persalinan (post partum).

Data status kesehatan balita menunjukkan bahwa 96,73 persen
balita pernah diberi Air Susu Ibu (ASI). Lamanya diberi ASI bervariasi
antara 1 bulan sampai lebih dari 24 bulan. Inisiasi menyusui dini dan ASI
dini sangat penting karena membangkitkan kedekatan emosional antara
ibu dengan bayinya. Bayi yang mendapatkan ASI akan lebih tahan
terhadap penyakit karena memperoleh kekebalan (imune) secara
alamiah. Kesehatan yang baik pada masa balita akan menentukan
kesehatan anak pada masa berikutnya, yang berimbas pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Kejadian gizi buruk pada balita tahun 2005 sebanyak 298 anak,
sedangkan tahun 2009 sebanyak 600 anak. Secara nominal, kejadian gizi
buruk menunjukkan peningkatan, tetapi jika dibandingkan dengan
perkembangan jumlah penduduk, persentasenya mengalami penurunan.

Imunisasi merupakan faktor yang sangat menentukan bagi
kesehatan anak. Cakupan desa/kelurahan yang termasuk Universal Child
Immunization (UCI) mengalami fluktuasi, meskipun ada kecenderungan

terus meningkat. Pada tahun 2005 cakupan UCI sebesar 77,00 persen,
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pada tahun 2006 sebesar 78,60 persen, dan pada tahun 2007 mengalami
penurunan menjadi sebesar 60,67 persen. Pada tahun 2008 cakupannya

meningkat menjadi 82,00 persen dan pada tahun 2009 menjadi 88,70

persen.
Tabel I1.2.3.3-2. Kondisi Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-
2009
No Indikator 2005 2006 2007 2008 2009
1. Usia Harapan
Hidup (tahun) 68,5 69,00 69,60 69,60 69,80
2. Angka Kematian NA 8,11
Bayi (AKB) 6,34 6,75 10,8
3. Angka Kematian NA 69,34
Ibu (AKI) 110,34 105,98 121,17
4, Penolong kelahiran
oleh tenaga medis 69,20 69,30 85,04 85,40 91,09
(%)
5. | Cakupan 97,67 99,54 97,32 96,73 98,05
pemberian ASI (%)
6. Kejadian balita gizi 298 264 204 90 600
buruk (kejadian)
7. Cakupan imunisasi 77,0 78,6 60,67 82,0 88,7
balita (%)
8. Keluhan Kesehatan
Utama Penduduk
(%)
-Panas 13,39 14,25 14,93 10,96 13,87
-Batuk 22,62 24,38 21,19 15,47 18,78
-Pilek 23,27 26,51 19,30 17,54 22,84
-Asma/sesak napas 3,12 2,81 2,80 1,74 1,19
-Diare 1,81 2,55 1,89 1,44 1,21
-Sakit kepala 12,84 12,38 13,30 8,97 8,31
-Sakit gigi 1,82 2,31 2,41 2,47 1,61
-Lainnya 21,13 14,81 24,18 15,76 17,97
9. Kasus Penyakit
Menular Berbahaya
-DBD - 102 137 312 658
-HIV/AID 0 0 2 1 1
-Malaria - 1332 478 130 668
-CDRTB - 36,38% 37,32% 46,57% 44,21%
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
Kualitas hunian sangat menentukan kualitas kesehatan
masyarakat. Perkembangan cakupan hunian sehat dari tahun 2005
sampai dengan 2009 terus mengalami peningkatan yang sangat

signifikan. Cakupan rumah sehat pada tahun 2005 sebes